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BAB 1V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas tentang Peranan 

Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Terhadap 

Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), maka penulis 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Ter-

hadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan 

melalui: 

a. Melakukan update data kemiskinan melalui aplikasi Sistem Informasi 

Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). 

b. Memfasilitasi program bantuan sosial PKH dan program sembako. 

c. Pengusulan pembaruan data bansos melalui aplikasi SIKS-NG. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pen-

gentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Hara-

pan (PKH), yaitu: 

a. Sebaran bantuan PKH yang belum tepat sasaran. 

b. Kurangnya sebaran pendamping sosial PKH di lapangan. 

c. Belum terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) 

untuk KPM lulusan PKH.
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3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap 

masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui; 

a. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan monitoring dan evaluasi 

terkait dengan pengelolaan DTSEN dalam menghadapi sebaran ban-

tuan PKH yang belum tepat sasaran. 

b. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan rapat koordinasi bersama se-

luruh Wali Nagari, Camat, Serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Sekabupaten Agam dalam upaya penanggulangan kurangnya sebaran 

pendamping sosial PKH di lapangan. 

c. Pemerintah Kabupaten Agam membentuk pusat pemberdayaan di se-

tiap kecamatan dalam mengatasi kendala PPSE. 

B. Saran 

Sebagaimana dari hasil analisa penulis tentang Peranan Pemerintah Ka-

bupaten Agam dalam Pengentasan Kemiskinan terhadap Masyarakat melalui 

Program Keluarga Harapan (PKH). Maka dari itu ada beberapa saran dari penu-

lis dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten 

Agam dalam menjalankan perannya melalui Dinas Sosial Kabupaten Agam: 

1. Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya lebih fokus lagi dan teliti dalam 

melakukan pemantauan penyebaran bantuan PKH yang belum tepat sasa-

ran dan evaluasi menyeluruh melalui Pemerintah Nagari agar bansos yang 

disalurkan benar-benar tepat sasaran. 
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2. Pemerintah Kabupaten Agam harusnya lebih mengoptimalkan lagi terkait 

jumlah sebaran pendamping sosial yang disebar di seluruh wilayah Kabu-

paten Agam agar PKH dapat berjalan lebih maksimal. 

3. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam harusnya lebih seius lagi dalam 

memperhatikan kendala pelaksanaan program pemberdayaan PPSE agar 

KPM yang sudah mandiri dan lulus dari PKH tidak kembali merasakan 

kemiskinan.
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